BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dilakukan dalam permasalahan dan
pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pengaturan hukum tentang pertanggungjawaban korporasi di
Indonesia mengingat belum adanya pola pengaturan mengenai pertanggung-
jawaban pidana korporasi yang seragam dan konsisten dalam peraturan
perundang-undangan, sehingga berkorelasi dengan minimnya putusan
pengadilan yang mengimplementasikan konsep pertanggung-jawaban
pidana korporasi. Selain persoalan legislasi, kurangnya pemahaman yang
baik terhadap konsep pertanggung-jawaban pidana korporasi oleh Hakim,
Jaksa Penuntut Umum maupun Penyidik sebagai pintu masuknya perkara
pidana juga menjadi penyebab sedikitnya perkara pidana yang menjerat
korporasi diajukan ke Pengadilan.

2. Kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-undangan di
Indonesia merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang
dibentuk berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat
(2) UU No. 12 Tahun 2011. Kewenangan pembentukan PERMA diatur
dalam Pasal 79 UU MA, yang menyatakan bahwa: Mahkamah Agung dapat
mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran
penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur

dalam Undang-Undang ini. Adanya kewenangan tersebut tidak luput dari
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batasan materi yakni materi yang belum diatur dalam Undang-Undang dan
ruang lingkup pengaturan sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang
berkaitan dengan hukum acara.

3. Pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 ditinjau dari perspektif Sistem
Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia keberadaannya adalah tidak
sinkron dengan apa yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam
menerbitkan PERMA. Hal tersebut dikarenakan PERMA No. 13 Tahun
2016 mengatur mengenai pertanggungjawaban korporasi sebagaimana
tercantum dalam Pasal 3 s/d Pasal 8 serta mengatur penjatuhan sanksi
pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 23. Atas dasar tersebut
seyogyanya pembentukan PERMA No. 13 Tahun 2016 harus memenubhi
ketentuan: 1) Mempunyai kedudukan hukum dalam hierarki peraturan
perundang-undangan; 2) Tidak tumpang tindih atau kontradiksi dengan
peraturan perundang-undangan lainnya; dan 3) Materi muatan yang diatur

harus sesuai dengan peruntukannya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat
memberikan saran sebagai berikut:
1.  Pemerintah dan Badan Legislatif perlu merencanakan pembentukan
instrumen hukum tentang pertanggung-jawaban pidana korporasi yang
seragam dan konsisten serta harus mempersiapkan aparat penegak hukum

yang mumpuni dalam penanganan tindak pidana korporasi di Indonesia.
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Mahkamah Agung kedepannya perlu memperhatikan proses pembentukan
PERMA baik dari segi tujuan, substansi materi serta ruang lingkup
pengaturannya, agar pemberlakuan PERMA tidak menjadi polemik di
masyarakat.

Mahkamah Agung perlu melakukan revisi terhadap PERMA No. 13 Tahun
2016, dikarenakan adanya pengaturan mengenai pertanggung-jawaban
pidana korporasi sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 s/d Pasal 8 serta
adanya pengaturan penjatuhan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam
Pasal 23 yang secara yuridis bertentangan dengan kewenangan Mahkamah

Agung dalam membentuk PERMA.
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